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BAB III

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DALAM PRAKTEK

A.  Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Freedman dalam  anggaran adalah : 

“Sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi publik untuk 
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-
kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to 
unlimitied demands).“

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sarana atau alat untuk 

menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta memberi isi 

dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD itu menggambarkan 

seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi dari para ahli dan undang-undang mengenai APBD : 

Pengertian APBD menurut Bastian : 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan 
pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk 
satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi 
pada tujuan kesejahteraan publik”.
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Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  merupakan instrumen 

kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, 

anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas 

dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar 

pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan 

pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber 

pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi 

para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah. Selanjutnya menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah 

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun 

menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan 

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam 

APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka 
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pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat 

dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun 

anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan 

semua Belanja dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran 

tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target 

yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan 

yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai 

jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah, maka APBD juga menjadi dasar bagi kegiatan 

pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 

Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga 

pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan 

berdasarkan kerangka waktu tersebut

2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
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a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas 

Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah 

dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan 

daerah terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2) Dana Perimbangan; dan

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perincian selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1) Pajak daerah;

2) Retribusi daerah;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4) Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah terdiri dari:

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan;

3) Jasa giro;

4) Pendapatan bunga;

5) Keuntungan ganti rugi;
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6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

7) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil (DBH);

2) Dana Alokasi Umum (DAU); dan

3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan adalah lain-lain 

pendapatan daerah yang sah yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain 

pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, 

dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam 

negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

2. Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah 

meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi 

ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah 

dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menajdi 
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kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan 

pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak 

dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada 

dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 

kondisi,kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan 

wajib tersebut dprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk 

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas 

umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas 

kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar 

pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah dengan peraturan 

perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan 

kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan 

dengan susunan organisasi pemerintah daerah.

Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:

a. Klasifikasi berdasarkan urutan pemerintahan;

b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.
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Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut 

kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan klasifikasi belanja 

menurut fungsi pengelolaan Negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan 

keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

a. Pelayanan umum;

b. Ketertiban dan keamanan;

c. Ekonomi;

d. Lingkungan hidup;

e. Perumahan dan fasilitas umum;

f. Kesehatan;

g. Pariwisata dan budaya;

h. Agama;

i. Pendidikan; serta

j. Perlindungan sosial

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja 

menurut jenis belanja terdiri dari:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja modal;
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d. Bunga;

e. Subsidi;

f.      Hibah;

g. Bantuan sosial;

h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan

i.      Belanja tidak terduga.

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan-

ketentuan perundang-undangan, Belanja daerah adalah semua pengeluaran Kas 

Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin 

(operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak 

disangka.

1. Anggaran Belanja Rutin

Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus, yang dmaksudkan untuk 

menjaga kelancaran roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

Diberikannya kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, maka belanja 

rutin dprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah.

Perencanaan belanja rutin sedapat mungkin menerapkan pendekatan anggaran 

kinerja (berorientasi pada output). Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan analisa 
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dan evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh. 

Belanja rutin terdiri dari:

a. Belanja administrasi umum

b. Belanja operasi dan pemeliharaan saran dan prasarana.

2. Anggaran Belanja Pembangunan

Anggaran belanja pembangunan adalah anggaran yang disediakan untuk 

membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju 

kemajuan yang ingin dicapai. Pengeluaran yang dianggarkan dalam pengeluaran 

pembangunan didasarkan atas alokasi sektoral (sektor/subsektor) pajak dan retribusi 

daerah. Belanja pembangunan terdiri dari:

a. Belanja Publik. Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung 

oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa 

investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai 

ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan 

aset daerah.

b. Belanja Aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung 

dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. 

Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan 
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aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan 

memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.

c. Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah 

dengan kriteria:

1) Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti 

terjadi transaksi pembelian dan penjualan.

2) Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, 

seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.

3) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang 

diharapkan pada suatu investasi.

4) Pengeluaran transfer ini terdiri atas: angsuran pinjaman, dana bantuan 

dan dana cadangan.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah 

tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;
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c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman; dan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal pemerintah daerah;

c. Pembayaran pokok utang; dan

d. Pemberian pinjaman.

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit 

anggaran.

2. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berbagai fungsi APBD sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

a. Fungsi Otorisasi

Yaitu bahwa anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan 

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
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b. Fungsi Perencanaan

Yaitu bahwa anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen 

dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Yaitu bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah 

kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Yaitu bahwa anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran 

dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Yaitu bahwa anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatutan.

f.        Fungsi Stabilisasi

Yaitu bahwa anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat 

untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian.

B. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
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Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target, dan 

kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai 

dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial 

bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini proses distribusi sumber daya mulai 

dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi 

pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan 

anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap 

tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang tampaknya secara 

praktis sering terjadi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

skema alur proses dan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 

(APBD) adalah sebagai berikut:

Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD dimulai dengan 

Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 

berikutnya sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan 

RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. 
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Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh 

Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran 

berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan 

DPRD, Pemerintah daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dengan peraturan daerah.

Setelah dokumen Rancangan Perda mengenai APBD tersusun, Pemerintah 

Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut disertai 

penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu 

pertama bulan Oktober.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dilakukan sesuai dengan undang-undang 

yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Dalam pembahasan Perda RAPBD, 

DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan 

dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Berdasarkan 

Pasal 186 UU Nomor 23 Tahun 2014, rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 

APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu disampaikan kepada Gubernur untuk 

dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh kepada Bupati/Walikota paling lama 15 

(lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan 

rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD.
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Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

dilakukan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang 

bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan 

unit prganisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan 

Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah 

Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD 

tahun anggaran sebelumnya.

Perencanaan anggaran daerah keseluruhan diatas terdiri dari beberapa tahapan 

proses perencanaan anggaran daerah. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun 

anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD 

paling lambat pada pertengahan bulan juni tahun berjalan. Kebijakan 

umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD.

2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan 

oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun 

anggaran berikutnya.

3. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan 

DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan 
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Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4. Kepada SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun 

berikutnya dengan mengacu pada Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama 

DPRD.

5. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk 

dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

6. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola 

keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang 

APBD berikutnya.

7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai 

dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD 

pada minggu pertama bulan Oktober tahun berikutnya.

8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang 

APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran 

yang bersangkutan dilaksanakan.

C. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P)
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Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau 

prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan 

sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD 

serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, 

dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan 

prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya 

harus digunakan dalam tahun berjalan;

d. Keadaan darurat; dan

e. Keadaan luar biasa.

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 

perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

Keadaan darurat tersebut sekurang-kurangnya menenuhi kriteria-kriteria yang 

ditetapkan sebagai berikut:
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a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  anggaran  dalam  rangka 

pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun 

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa tersebut adalah 

keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD 

mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar 

biasa ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Realisasi pengeluaran atas 

pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa tersebut dicantumkan dalam 

rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan 

APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD 

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Persetujuan DPRD terhadap 

rancangan peraturan daerah tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya 

berakhirnya tahun anggaran.
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Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan 

APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD 

menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan seperti 

halnya evaluasi dan penetapan rancangan APBD. Apabila hasil evaluasi tersebut tidak 

ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan DPRD, dan kepala daerah tetap menetapkan 

rancangan peraturan  daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan 

kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu 

APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat. Pembatalan 

peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/kota dan peraturan 

Bupati/Walikota tentang penjabaran perubahan APBD dilakukan oleh Gubernur.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan, Kepala daerah wajib 

memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan 

selanjutnya kepala daerah bersama DPRD mencabut peraturan daerah dimaksud. 

Pencabutan peraturan daerah tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang 

pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.


